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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan 

kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Pelaksanaan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah 

habis masa berlakunya di Yogyakarta setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kesitimewaan Yogyakarta 

adalah perpanjangan Hak Guna Bangunan di Yogyakarta saat ini 

terbagi dalam 2 kategori yaitu Tanah Sultan Ground (SG) dan 

bukan Tanah Sultan Ground (SG). Perpanjangan Hak Guna 

Bangunan yang tidak berada di atas Tanah Sultan Ground maka 

proses perpanjangannya berjalan sesuai dengan ketentuan 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peranturan 

Menteri Agraria atau KBPN Nomor 9 Tahun 1999. Perpanjangan 

Hak Guna Bangunan yang berada di atas Tanah Sultan Ground 

maka proses perpanjangannya di tambahkan dengan Peraturan 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Nomor 33 Tahun 2017. Perpanjangan 

Hak Guna Bangunan dapat dilakukan 2 (dua) tahun sebelum masa 

berlakunya Hak Guna Bangunan tersebut habis.  

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam perpanjangan Hak Guna 

Bangunan yang telah habis masa berlakunya adalah terdapat 2 

macam yaitu tanah sengketa dan ketidak lengkapan dalam data 

yuridis dan data fisiknya. Hambatan lain yang menghambat proses 

perpanjangan Hak Guna Bangunan yang telah habis masa 

berlakunya adalah apabila jurnis atau surat edaran tidak ada untuk 

perpanjangan Hak Guna Bangunan yang berada diatas Tanah 

Sultan Ground maka proses perpanjangan Hak Guna Bangunan 
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tersebut tidak dapat di proses oleh Kantor Pertanahan. Proses 

pepanjangan Hak Guna Bangunan tersebut dapat diproses apabila 

Kantor Kasultanan dan Kantor Kadipaten sudah mengeluarkan 

jurnis atau surat edaran yang berupa serat kekancingan. Apabila 

surat edaran sudah dikeluarkan maka proses perpanjangan Hak 

Guna Bangunan dapat diteruskan prosesnya di Kantor Pertanahan 

Yogyakarta. 

B. Saran  

1. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta secara rutin mengadakan 

sosialisai dan penyuluhan tentang prosedur dan tata cara pengajuan 

permohonan peningkatan hak setelah Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

berlaku, sehingga dengan demikian masyarakat selaku pemegang 

Hak Guna Bangunan dapat mengetahui tentang prosedur dan tata 

cara pengajuan permohonan peningkatan hak tersebut. 

2. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta selalu melakukan kerjasama 

dengan perusahan pengembang dan para PPAT dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan 

pengajuan permohonan perpanjangan dan peningkatan Hak Guna 

Bangunan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku. 
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